QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK HIBURAN

lllSMll,l.AlllRR/\lIM/\NIRR/\IIIM
DENGAN RAHMAT ALLAl YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : 4 bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 “Tahun 2001
tentang Pajak Daerah. Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Dacrah
yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten /

Kota;

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menetapkan Pajak Hiburan sebagai salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah;

¢. bahwa untuk maksud (ersehut perlu ditetapkan dalam suaty

Qanun.

Mengingat : | Undang-undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209):

)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

3. Undang-undang Nomor 1§ Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 lentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negera Nomor 3686);

5. Undang ... /(4“/ .
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5. Undang-undang Nomor 22 ‘Tahun 1999 tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara “Tahun 1999 Nomor 60, “Tambahan

Lembaran Negera Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Dacrah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan I .cmbaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penycelenggaraan
Kcistimewaan Propinsi Dacrah Istimewa Acch (I.emburan Ncegara
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3893);

8. Undang-undang Nomor 48 Tahun 999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3897),

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 lentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (entang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246.

‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

I'l.Undang-undang Nomor 18 Tahun 200] tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Acch Sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 | 34).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Otonomi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);
13. Peraturan /f .
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I3, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor [18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor <1 38):

|4. Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

I5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 ‘Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 “Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

I8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Daerah;

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah:

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 200 tentang

i Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacrah:

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN BIREUEN
f MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PAJAK HIBURAN,

BAB ... /"/
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1T Surat Pembentahuan Pajak Dacrah vang sclinjuinva dieingkat SPTPD
adalah sumat vang i gunakan oleh Wanb Papik untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Pajak vang terutang menurat peraiuran

perundang-undangan Perpajakan Dacrah,

12 Surat Setoran Pajak Daerah, yang sclanjutnyva dapat disingkat - SSPD
adalah surat vang dipergunakan oleh Wanb Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke

tempat kun yang ditetapkan oleh Nepala Dacrah;

I3 Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang sclanjutnyadapat distngkat SKPD.
adalah surat keputusan Vang menentukan besarya jumlah Pajak vang

(erutang,

[4.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nurang Bayar yang selanjutnya dapat
disinghat SKPDKB adalah surat Reputusan yang menentikan besarnva
Jumlah pajak vang terutang. jumlah kredut pajak. jumlah Kekurangan
pembayaran pokok pajak. besarnya sankst admunistrast dan Jumlah yang

masth harus dibayar;

I5.Surat  Ketetapan Pajak  Dacrah Kurang Bavar Tambahan, ying
selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT. adalah surat keputusan yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

16.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan vang menentukan Juminh
kelebihan pembayaran pajak karena Jumlah kredit pajak lebih besar dari

pajak yang terutang atau tidak scharusnya terutang;

I7.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjutnya dapat disingkat
SKPDN. adalah surat keputusan yang menentakan jumlah pajak yang
lerutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak udak

terutang dan tidak ada kredit pajak;

I8.Surat Tagihan Pajak Dacrah. yang selanjutnya dapat disingkat STPD.
adalah surat untuk melakukan tagthan pajak dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda;

; 19. Pemeriksaan . #%-
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

2

(4]

9.

10.

dalam  bentuk apapun yang dapat digunakan untuk

Dacrah adalah Kabupaten Bireuen:

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Dacrah
Otonom lainnya sebagai Badan Eksekuti I'Dacrah:;

Bupati adalah Bupati Bircucen:

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan
Dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kabupaten Bircuen;

Pajak Hiburan yang selanjutnya discbul Pajak adalah Pungutan Dacrah
atas penyelenggaraan |Hiburan:

Hiburan adalah semua  jems pertunjukan dan atau keramaian, dengan
nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dintkmati olch sctiap orang
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk

berolahraga;

<

Penyelenggara  hiburan  adalah perorangan  atau  badan  yang

g

menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suaty
hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atan
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyclenggara hiburan
kecuali penyelenggara, karyawan, artis dun petugas yang menghadiri

untuk melakukan tugas pengawasan:

Tanda Masuk adalah suatu tanda atay alat yang sah dengan nama dan
menonton,

menggunakan atau menikmati hiburan:

['1. Surat 4/

Scanned by CamScanner



§)

19. Pemeriksaan  adalah scrangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Dicrah

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dacrah:

20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah seranghaian
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawar Negeri Sipil vang
sclanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi

Dacrah yang terjadi serta menemukan lersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

(I)Dengan nama Pajak  Hiburan dipungut pajak atas penyclenggaraan
hiburan.

(2) Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan d ipungut bayaran,
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain :

a. Pertunjukan [ilm;

b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;

c. Pagelaran musik dan tari:

e

Pertandingan olah raga.

Pasal 3
(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau

menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyclenggarakan

hiburan.
BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK.
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah Jumlah pembayaran atay yang seharusnya

dibayar untuk mononton dan atay mentkmati hiburan,

BAB .. ”/
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(1) Besarnya tarir’ pajak untuk sctiap jenis hiburan adalah ;

/
: Pasal 5
t
i

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang mengpuniakan

sarana film di bioskop ditetapkan :

R I Golongan A Il utama  scbesar 35 % (higa puluh ima) persen:,
l 2. Golongan A 11 sebesar 30 % (tiga puluh) persen;
t 3. Golongan A | scbesar 25 % (dua puluh lima) persen;
E 4. Golongan B II scbesar 20 % (dua puluh) persen;
i 5. Golongan B | sebesar 15 % (lima belas)persen;

6. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh) persen;

7. Golongan D sebesar 5 % (lima) persen;

8. Jenis keliling sebesar 5 % (lima) persen;

b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain - kesenian tradisional,

pameran scni dan Pameran busana adat/muslim/Nasional ditetapkan

scbesar 5% (lima) persen,;

¢. Untuk pertunjukan sirkus, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 15

% (lima belas) persen;

d. Unwk pertunjukan/pergelaran musik dan tari Dacrah/Nasional

ditetapkan sebesar 15 % (lima belas) persen:
p I

¢. Untuk pertandingan olah raga, ditctapkan scbesar 10 % (scpuluh)

persen;

(2) Tipe Bioskop sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a ditetapkan
Iebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB 1V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6
! (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Dacrah.
|
i (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan tarif

pajak scbagaimana dimaksud pada Pasal 5.
BAB . /’/‘/
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BAB YV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAI
Pasal 7
Masa pajak adalah Jangka waktu lamanya pertunjukan dan atau keramaian
berlangsung.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saal penyclenggaraan
hiburan.

Pasal 9
(1) Setiap Wanb Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)SPTPD scbagmmana dimaksud dalam avat (1) harus diist dengan jelas,
benar dan lengkap  serta ditandatangani - olch  Wajib Pajak  atau
Kuasanya.

(3)SPTPD sebagaimana dimaksud dalam avat (1). harus disampaikan
kepada Kepada Daerah selambat-lambatnya 13 (Lima belas) hari setelah

berakhimya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan olch Bupati.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (),
Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tudak atau kurany
dibayar setelah lewat wakty paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi admunistrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
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Pasal 11
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri. SPTPD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan
dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
(2) Dalam jangka waktu 5 (hma) tahun sesudah saal terutangnya pajak,

Bupati dapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDK 3);

b. Surat  Kefetapan  Pajak  Dacrah Kurang Bayar  Tambahan
(SKPDKBT);

¢. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN).

(3) Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB) scbagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang Llidak alau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam Jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur sccara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan  dihitung sejak  saat

terutangnya pajak.

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan scbesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka wakiy paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

(4) Surat ... /p{
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(4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKT)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurul b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang,
menycbabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sehesar 100 % (scratus persen) dari
Jumlah kekurangan pajak terscbut.

(5) Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak (erutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam  jangka waktu yang (clah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga 2% (dua persen) scbulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan  dalam SPTPD,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disctor ke Kas Daerah selambat-lambatnya | <

24 jam atau dalam waktu yang ditentukan olch Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dengan menggunakan SSPD.
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Pasal 13
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas.

3 : : : ol /an Jatak }
(2) Bupati dapat - memberikan persetujuan kepada Wajgib Pajak untu
mengangsur pajak terutang  dalam  kurun waktu tertentu, setclah

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (2).
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) schulan dari jumlah pajak yang belum
alau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak  uniuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setel.ih
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 %
(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar,

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
lata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan olch Bupati.

Pasal 14
(1)Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasul 13
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan olch Bupati.
BAB VIII
TATA CARA PENAGHIAN PAJAK
Pasal 15
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagal
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh) hari

sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus

(3) Surat ... /l/

melunasi pajak yang lerutang,
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(3)Surat. Teguran,  Surat Permgatan  atau sural Ln yang
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikcluarkan oleh pejabat yang

ditunyuk

Pasal 16
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunass dalam
Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Sural
. ) . ol berr 1oy ar
Peringatan atau surat lain yang scjenis, Jumliah pajak haras diba
ditagih dengan Surat Paksa.
| 4 y ‘ cewal 2 H I .'.
(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah Jewat 21 (dua pulul
satu) hari scjak tanggal Surat Teguran atau Sural peringatan atau surat
lain yang scjenis
Pasal 17
: anoka waktu 2 x 24
Apabila pajak yang harus dibayar tdak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 2
Jam  sesudah tanggal pemberitahuan  Surat  Paksa, Pejabat  segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pasal 18
Setelah dilakukan penyitaan dan Wapib Pajak belum Juga melunasi utang
pajaknya, sctelah lewat 10 (sepuluh) hari scjak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah - Melaksanakan  Penyitaan,  Pejabat mengajukan  permintaan
penctapan tanggal pelelangan kepada Kantor I.clang Negara.
Pasal 19
Sctelah Kantor Lelang Negara menctapkan hari, tanggal, jam dan tempal
pelaksanaan Ielang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.
Pasal 20
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan Pajak Daerah d itetapkan oleh Bupati.

s AL
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BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1)Bupati  berdasarkan permohonan Wapb  Pajak  dapat  memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), ditetapkan olch Bupati.
BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PEMGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASL.

Pasal 22

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKDB atau SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitannya  terdapat  kesalahan tulis, kesalahun
hitung dan atau kekeliruan dalam pencrapan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Dacrah;

b. Membatalkan atau mengurangkan kelelapan pajak yang tidak benar;

C. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi  administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya

(2) Permohonan  pembetulan, pembatalan, - pengurangan ketetapan  dan
penghapusan  atau pengurangan - sanksi - administrasi atus  SKPD.

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayal (1)

harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau

Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan

memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah

(4) Apabila ... M
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(4)Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud
dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan,  permohonan pembetulan,  pembatalan,  pengurangan
ketetapan  dan penghapusan atau  pengurangan sanksi administrasi

dianggap dikabulkan.
BAB X1
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKPD);
b. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB);
C. Surat Ketetapan Pajak  Dacrah  Kurang Bayar ‘Tambahan
(SKPDKBT),
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLBY),
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SK PDN).

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT. SKPDLB dan
SKPDN diterima olch Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam Jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan  keberatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak

memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
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(4) Apabila sctelah lewal wakiu 3 (tiga) bulan scbagannana dimaksud
dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikin
Keputusan,  permohonan— pembetulan pembatalan. — pengurangin
ketetapan  dan  penghapusan atau pengurangan  sanksi administras

dianggap dikabulkan.
BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKPD);
b. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB);
C. Sural Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);
d. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar (SKPDLB):;
¢. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN).

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan scjak tanggal SKPD, SKPDKIS. SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya,

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam Jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal  surat  permohonan  keberatan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan
keputusan.

(4) Apabila sctelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejaba yang ditunjuk tidak

memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan

(5) Pengajuan  keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

Pasal ///

menunda kewajiban membayar pajak.

.

Scanned by CamScanner



Pasal 24

COWand Papak dapat mongapikan handing Kepada Badan Penvelesinan
Songheta Pyak dalam waki ) bukan setekah - dierimanya
Loputan heberatan

(2) Pongapuan handing schagamana dinaksud  datam avat (1) ntdak

monunda kewayhan mombayar Mgk

Pasal 23

\pedika pongauan keberaian sebhagaimana dimaksud pada Pasal 23 atau
fanding sohagaimana dumaksed pada Pasal 24 dikabulkan sebagian atau
Soruhma, kekbihan pembavaran pajak Jikembalikan dengan ditambah
mbatan bunga sohesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

Push cmpat) bukan

BAB A\
PENGEMBALIAN RELEBIHAN PUMBAY ARAN PAJAK

Pasal 20
(D'Wapd Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pombavaran papk  kopada Bupati atau Pejabat vang diunjuk  secara
tertuls dongan menyehutkan sckurang-kurangma
2 Nama dan Alamat Wapb Pagak;
Masa Paak;
Besarmya kelotwhan pajak;

d  Alzsan yvang s

oy

y

(2) Bupat: atau Pogabat vang ditunyul. datam rangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sepk dwenmamya  permohonan pengembalian
kolobehan pembavaran  pyjak schagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Rarus membenian keputusan

(3)Apabela angka waktu schagamana dimaksud dalam ayat (2) telah
dilampaur  Bupai  atau Pepbtat yvang  duenuk tidak memberikan

Leputusan,  permohonan pengembalian  Aelebihan pembayaman  pajak
Jdangmap dlkabulkan dan SKPDIR harus duwerbitkan dalam Jangka

wakiu paling lama | (satu) bulan
umpab.la"‘? |

l
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(4) Apabila - Wajib Pajak mempunyai ultang  pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB. Bupati atau
Pejabat yang di tunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

. . . C o ool grhee i
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat wak(u 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLI, Bupati atau

. . . . . vl D 0/ P
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga scbesar 2 % (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lain - scbagaimana  dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga

berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaut
Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung, sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajuk melakukan tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun

tidak langsung.

BAB ... ’{7/
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BAB X1\
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau
mengisi- dengan Gdak benar atau hdak lenpkap atau melamprrkan
keterangan yang tidak benar schingea merugikan keuangan Dacrah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama | (satu) tahun din
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak mclampirkan
keterangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan Dacrah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling fama 2 (dua) tahun dan

atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang,

Pasal 30

Tindak Pidana scbagaimana dimaksud pada Pasal 29 tidak dituntut sctelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun scjak saat terutangnya pajak

atau berakhirnya Masa Pajak.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keteranean
atau laporan berkenaan dengan tindak pidara dibidang perpajakan

dacrah agar keterangan atau laporan terscbut menjadi lengkap dan

b. Meneliti ... // .
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b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana pajak dacrah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau hudan
schubungan dengan tindak pidana dibidang pajok dacrah:

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen fain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak dacrah;

¢. Melakukan pengeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti terscbut;

I Mceminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan  tugas
penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah;

8 Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
lempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufe;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak
daerah;

I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan  diperiksa
sebagai lersangka atau saksi;

J. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang pajak daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
I"asal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini. sepanjang mengenai peraturan

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

8%, b

"'A"'_r"'."

Pasal.......%.
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Pasal 32
I)a a 1 m arlale 7
ada saat mulai berlaky Qanun i1, maka semua peraturan  yang
bertentangan dengan Qanun in dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 34
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Bircuen,

Disahicin di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 1
25 Ramadhan 1423 {1

/@QBU T} BIREUEN, §~
J

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H j

//SEKRETARI y DAERAH KABUPATEN,

~

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 39
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PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HIBURAN

. PENJELASAN UMUM :

| Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Dacrah, maka untuk mewujudkan Otonomi Dacrah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Dacrah  diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendin termasuk dalam hal penggalian sumbcer Pendupatan Ash
[Dacrah.

7 Bahwa schubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen perlu melakukan  suatu
pemungutan pajak dari scktor hiburan scbugai upaya penggalian sumber

PAD.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalum pemungutan Pajak Hiburan,

perlu diatur dalam suatu Qanun.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal |

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. A/
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pasal 4
CukUchlus'

posal
Cukup jelas:

|)u_~;2,l| 7
Cukup jClilS~

Pasal 8
Cukup jelas.

pasal 9
Cukup jelas.

pasal 10
Cukup jelas.

pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukun ielac

N
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Cukup jelas.

Pub‘ﬂl 20

CukuijlaS.

pasal 21

Cukup jelas.

pasal 22

Cukup jelas.

pasal 23

Cukup jelas.

pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelac.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
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